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ABSTRAK

Judicial Activism merupakan sebuah konsep dimana Hakim bersifat aktif
dalam memutus perkara di luar kewenangannya, termasuk yang berada pada
domain legislatif. Meskipun terdapat pro - kontra atas penerapan konsep tersebut,
pendekatan tersebut menunjukkan peradilan dalam hal penegakan nilai
konstitusional secara lebih progresif. Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan
MK Nomor 62/PUU-X11/2024 sebagai Putusan Monumental. Hal tersebut didasari
karena penghapusan total 0% ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden. Dalam konteks Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, telah di uji materi sejumlah 33 kali hingga Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI1/2024 Mahkamah mengabulkan
permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan dikabulkannya Putusan tersebut
penting mengkaji prinsip pergeseran Mahkamah Konstitusi tersebut serta
implikasinya terhadap prinsip demokrasi konstitusional dan perubahan desain
sistem pencalonan pada Pemilu di Indonesia mendatang.

Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan metode
kepustakaan (/ibrary research) dengan berdasarkan sumber data berupa bahan
hukum primer yakni Putusan MK Nomor 62/PUU-XI1/2024, serta bahan hukum
sekunder meliputi buku, jurnal, makalah, dan karya ilmiah yang mendukung tema
penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan
pendekatan konseptual. Teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan
dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini didapati bahwa faktor pergeseran dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 yakni dari faktor karakteristik
putusan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi, komposisi hakim Mahkamah
Konstitusi, dan transisi pertimbangan Mahkamah dari Putusan sebelumnya.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI1/2024 bahwa
Mahkamah Konstitusi berhasil memulihkan ruang demokrasi konstitusional yang
lebih inklusif, sehingga menjamin kesetaraan hak partai politik untuk mencalonkan
Presiden-Wakil Presiden dan hak warga negara hadir dengan calon yang lebih
beragam.

Kata Kkunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Activism, Demokrasi
Konstitusional.



ABSTRACT

Judicial activism is a concept whereby judges take an active role in deciding cases
outside their jurisdiction, including those within the legislative domain. Although
there are pros and cons to the application of this concept, this approach
demonstrates a more progressive judiciary in terms of upholding constitutional
values. The Constitutional Court has designated Decision No. 62/PUU-XI1/2024 as
a landmark decision. This is based on the complete elimination of the threshold
requirement for presidential and vice-presidential candidacy. In the context of
Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, there have
been 33 judicial reviews until Constitutional Court Decision Number 62/PUU-
X11/2024, in which the Court granted the Petitioner's request in its entirety. With the
granting of this ruling, it is important to examine the principle of the Constitutional
Court's shift and its implications for the principle of constitutional democracy and
changes to the candidate nomination system in future elections in Indonesia.

This research is legal research using library research methods based on data sources
in the form of primary legal materials, namely Constitutional Court Decision
Number 62/PUU-X11/2024, as well as secondary legal materials including books,
journals, papers, and scientific works that support the research theme. This research
is a juridical-normative legal study with a conceptual approach. Data collection
techniques used literature studies and interviews.

The results of this study found that the shift in Constitutional Court Decision
Number 62/PUU-X11/2024 was due to factors related to the characteristics of the
Constitutional Court's leadership, the composition of the Constitutional Court
judges, and the transition of the Court's considerations from previous decisions. The
implications of Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XI1/2024 are that the
Constitutional Court has succeeded in restoring a more inclusive constitutional
democratic space, thereby guaranteeing the equal rights of political parties to
nominate presidential and vice-presidential candidates and the rights of citizens to
have a more diverse range of candidates.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Activism, Constitutional
Democracy.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan Nomor 62/PUU-XXI1/2024 tanggal
2 Januari 2025 sebagai putusan monumental (landmark decision), sebagaimana
tercatat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (LTMK) tahun 2024,
dengan menyatakan bahwa ketentuan mengenai ambang batas minimal
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah inkonstitusional.! Akhirnya,
Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pendirian setelah 33 (tiga puluh tiga)
putusan MK memandang bahwa presidensial threshold (PT) merupakan bagian
dari open legal policy. Pergeseran pandangan tersebut tidak hanya berkaitan
dengan aspek kuantitatif berupa besaran ambang batas, melainkan menunjukkan
perubahan yang lebih mendasar yaitu penghapusan total rezim ambang batas
tanpa mempertimbangkan besaran persentasenya.?

Demokrasi dan pemilihan umum merupakan 2 (dua) entitas yang memiliki
keterkaitan erat. Demokrasi sebagai landasan normatif yang melandasi
penyelenggaran pemilihan umum, sedangkan pemilihan umum berperan sebagai
mekanisme institusional serta menjadi legitimasi atas prinsip demokrasi di

3

Indonesia.” Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, PT merupakan

! Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi
Tahun 2024, https://online.fliphtml5.com/dyia/dslg/#p= 24, akses 18 Februari 2025.

2 Pan Mohammad Faiz, “Mandat Mengawal Suara Rakyat,” Majalah Mahkamah
Konstitusi, No. 217, (Maret 2025), hlm. 71.

3 Jenedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 45.


https://online.fliphtml5.com/dyia/dslq/#p=

ketentuan (persentase) mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden. Hal ini sesuai pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara
nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

Pra-kondisi sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024, argumentasi
pro-kontra PT terjadi dan muncul pembelahan argumentasi, Tjahjo Kumolo
berpendapat jika sistem PT akan memperlancar dukungan parlemen terhadap
pelaksanaan program kerja Presiden.® Sementara pandangan kontra Jimly
Ashiddiqie berpendapat bahwa penerapan PT akan membuat polarisasi ditengah
masyarakat, sehingga lebih baik PT ditiadakan dan dinyatakan inkonstitusional.®

Secara aspek kuantitatif, pengujian materiil norma Pasal 222 UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diujikan oleh berbagai kalangan
mulai dari: pakar, akademisi, dan politisi, hingga MK memutus dikabulkan
permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kuantitas tersebut merupakan ukuran
yang sangat banyak bagi pengujian perundang-undangan dengan materi
pengujian yang sama.

Secara aspek kualitatif, jika PT tetap diperlukan dan MK tidak bergeser dari

4 Pasal 222

5 Abdul Ghoffar, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi
Dan Pengala man Di Negara Lain,” Jurnal Konstitusi, Vol. 15:3 (2018), him. 481- 482.

® Umar Mukhtar, “Jimly: Sebaiknya Ambang Batas Presiden 20 Persen Dihapus,”
Republika,https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/22/pqd2by377-jimly-
sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus?, akses 27 Juni 2025.



restraint menuju activism, maka PT dipandang tidak adil karena membatasi hak
bagi partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden serta
menghalangi hak masyarakat untuk memilih. Aspek lain, agar masyarakat tidak
terjebak pada situasi polarisasi pada tingkatan grassroot dikarenakan sedikitnya
calon Presiden dan Wakil Presiden.

Aspek lain, selain daripada komposisi hakim MK yang selalu berubah-ubah
dalam melakukan pengujian materiil khususnya yang terkait dengan PT, para
hakim MK cenderung restraint (menahan diri dan menolak mengambil alih
kewenangan Lembaga Legislatif) daripada berprinsip activism. Kendati
demikian, Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki konsistensi diantara hakim lainnya
hal ini bisa diketahui dari putusan Putusan MK Nomor 80/PUU-XXI/ 2023,’
Putusan MK Nomor 16/PUU-XX1/2023.% dan Putusan MK Nomor 53/PUU-
XV/2017.°

Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam
Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip
demokrasi konstitusional dan praktik pembatasan hak politik. Konstitusi
menjamin kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan partisipasi yang luas dalam
pemilihan umum, namun ketentuan tersebut justru membatasi hak partai politik
untuk mengajukan calon serta mempersempit pilihan pemilih. Selama bertahun-

tahun, Mahkamah Konstitusi menempatkan norma ini sebagai bagian dari

7 Putusan Perkara Nomor 80/PUU-XXI/ 2023, hlm. 3.
8 Putusan MK Nomor 16/PUU-XX1/2023, him. 40.

® Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 137.



kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Melalui Putusan Nomor 62/PUU-
XXI1/2024, Mahkamah Konstitusi mengoreksi pendekatan tersebut dengan
menegaskan bahwa pengaturan pencalonan presiden harus sejalan dengan
prinsip demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, pergeseran prinsip MK dari restraint menuju activism
pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 menarik dikaji dalam aspek
argumentasi pemohon, argumentasi hakim MK dan aspek lain yang membantu
penelitian ini. Pisau analisis dalam penelitian ini untuk mempertajam kajian,
penulis menggunakan konsep Judicial Activism dan Teori Demokrasi
Konstitusional untuk mengkaji prinsip pergeseran Putusan MK dan menelaah
prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan kesetaraan dalam pemilu
sebagai fondasi utama sistem pemerintahan demokratis.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi bergeser dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI1-2024 didasarkan pada konsep
Judicial Activism?

2. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII-2024
dalam perubahan sistem kepemiluan di Indonesia ditinjau dari Teori
Demokrasi Konstitusional?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dan nilai kemanfaatan

yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian



a. Untuk menganalisis pertimbangan pergeseran putusan MK Nomor
62/PUU-XI11-2024 yang didasarkan pada konsep Judicial Activism.

b. Untuk mengukur dampak Putusan MK Nomor 62/PUU-XI1-2024 dalam
perubahan sistem kepemiluan di Indonesia ditinjau dari teori Demokrasi
Konstitusional

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan literatur
ilmiah di bidang hukum tata negara, terhusus pada aspek tindakan
pergeseran putusan MK yang semula berprinsip pada kehati — hatian
(restraint) menuju progresif (activism) dalam pengujian putusan undang-
undang khususnya yang masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka
(open public policy), khususnya dalam putusan MK Nomor 62/PUU-XII-
2024. Terlebih untuk menguji kevalidan putusan MK yang berprinsip
pada keadilan dan bebasnya intervensi peradilan dari tindakan — tindakan
yang mengandung unsur politik dalam putusannya.

b. Secara praktis penelitian ini memantik pandangan dari tindakan progresif
MK yang dari banyaknya putusan sebelumnya yang ditolak, ditarik
kembali, dikabulkan sebagian, dan tidak diterima yang pernah diterapkan
dalam putusan sebelumnya hingga berhasil dikabulkan seluruhnya oleh

MK.



D. Telaah Pustaka

Dalam mempersiapkan penlitian ini, telah dilakukan penelusuran beberapa hasil

penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui sisi pembeda dari

masing-masing topik penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian

penelitian sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis menelaah dari

berbagai sumber yang sudah ada, dimana penelitian tersebut memiliki korelasi

dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni

1.

Karya Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Venu Fendabi dari program
studi I[lmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dalam Skripsinya yang
berjudul “Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Treshold)
Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).1°
Dalam penelitian tersebut Venu mengkaji tentang kriteria pemebentukan
open legal policy dan menyoal implikasi dari putusan MK Nomor 53/PUU-
XV/2017 terkait dengan Presidential Treshold dan untuk mengetahui
apakah Presidential Treshold telah memenuhi kriteria dari pembentukan
suatu open legal policy. Dalam penelitiannya Venu hanya membahas kriteria
pembentukan open legal policy dan implikasi putusan MK Nomor 53/PUU-

XV/2017 saja.

10 Venu Andari, “Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Treshold) Sebagai

Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).



2. Karya Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fawzi dari Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar pada tahun 2021 dalam Skripsinya yang berjudul
“Problematika Sistem Presidential Treshold Dalam Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia.'! Dalam
penelitian tersebut Fawzi mengkaji mengenai keniscayaan ataupun realisasi
konsep pemilu merupakan cerminan dari sistem pemerintahan
presidensialisme. Dalam penelitian Aprilian hanya membahas pada tataran
konsep pemilu yang merupakan kenicayaan bagi sistem pemerintahan yang
menganut presidensialisme saja.

3. Karya Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Denny Indra Sukmawan dan Syaugi
Pratama dalam Jurnal Konstitusi Volume 20 Nomor 4 pada tahun 2023 yang
berjudul Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang
Ambang Batas Pencalonan Presiden.’? Dalam penelitiannya Denny
mengkritisi bahwasannya kritik utama atas kritik utama penetapan ambang
batas pencalonan Presiden berkisar pada implementasinya yang cenderung
inkonstitusional dan implementasinya yang menyuburkan oligarki politik.

Dalam praktiknya, penetapan ambang batas pencalonan Presiden sama

1 Fawzi Ali Akbar, “Problematika Sistem Presidential Treshold Dalam Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia”, Skripsi Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021).

2 Denny Indra Sukmawan dan Syaugi, “Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah
Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden”, Jurnal Konstitusi, Vol. 20:4 (Desember
2023).



sekali tidak berhubungan dengan bertambahnya dukungan politik bagi
Presiden, dan tidak dapat mengurangi jumlah partai politik.

4. Karya Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Emy Hajar Abra dalam Jurnal
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 3 Nomor 2 pada tahun 2021 yang
berjudul Ketidakadilan Presidential Treshold Dalam Konstitusi Indonesia.™®
Dalam penelitiannya Emy mengkaji soal ambang batas perolehan suara
calon presiden dan atau wakil presiden yang harus diperoleh oleh partai
politik dalam pemilu pada sistem politik Indonesia. Dalam penelitiannya
Emy hanya mengkaji efektivitas soal ambang batas Presidential Treshold
saja bagi kalangan partai politik.

5. Karya Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Thalia Christine M.P.D. Matutu dan
Ghina Salsabila Aven dalam Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 4 Nomor
8 Tahun 2024 yang berjudul: Analisis Yuridis tentang Penghapusan
Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden
Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-
XXI1/2024).}* Dalam penelitiannya Thalia Christine menghasilkan
penelitian bahwa penghapusan ambang batas memperluas akses partai

politik, memperkuat kesetaraan, dan mendorong demokrasi yang inklusif.

13 Emy Hajar Abra, “Ketidakadilan Presidential Treshold Dalam Konstitusi Indonesia”,
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 3:2 (Desember 2021)

14 Thalia Christine M.P.D.Matutu dan Ghina Salsabila Aven, “Analisis Yuridis tentang
Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik
Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI11/2024),” Jurnal Hukum Lex Generalis,
Vol.4:8, (2024).



Mahkamah menilai ketentuan tersebut tidak sesuai dengan semangat
konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Terhadap keempat penelitian diatas dan penelitian-penelitian lain
yang membahas tentang konsep dan implikasi pasca putusan MK tentang
presidential threshold. Terdapat perbedaan baik secara konseptual dan
teoritik dengan penelitian yang sedang penulis susun. Sebagai pembeda dari
penelitian sebelumnya, penulis akan berfokus membahas pergeseran prinsip
Mahkamah Konstitusi pada putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 lalu

mengkomparasikan dengan putusan sebelunya.

D. Kerangka Teori

1.

Konsep Judicial Activism
Dalam konteks penafsiran konstitusi, Zainal Arifin Mochtar memaknai
sebagai aktivitas yang dilakukan oleh hakim untuk menelurusuri makna dan
arti suatu norma yang ada di dalam konstitusi. Penafsiran konstitusi akan
berkerja pada dua wilayah, yaitu constitutional interpretation yang berarti
memaknai aturan dalam konstitusi dengan makna teks serta constitutional
construction yang memiliki makna yang lebih luas, yaitu pengejawantahan
nilai dan makna konstitusi ke dalam praktik berkonstitusi.’®

Lebih luas, Asshiddigie membagi paradigma menjadi 3 (tiga).
Pertama, originalisme yaitu memahami teks konstitusi sejalan dengan

orisinalitas norma dengan menggunakan cara pandang pembentuknya.

15 Idul Rishan, Teori Hukum dan Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), him. 65 dikutip

dari Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman Mahkmah Konstitusi
Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 78.



Kedua, aliran kontektualisme nilai-nilai dasar yang berlaku pada saat
perumusan konstitusi, sehingga aliran ini bukan mengikuti kehendak
pembuat konstitusi melainkan juga moralitas konstitusi. Ketiga, aliran
konvergensi yang menitikberatkan bahwa konstitusi lebih luas dari
kehendak penafsirnya. Karena sejatinya konstitusi dan penafsiran konstitusi
menjadi milik semua orang.'®

Selain itu, dalam menafsirkan konstitusi, MK melalui perkembangan
sosial, perkembangan hukum, sampai kepada perkembangan doktrin,
dikenal konsepsi judicial activism. Secara istilah, judicial activism pertama
kali dikenalkan oleh Arthur Schlesinger, dijelaskan bahwa secara sederhana
dikatakan bahwa para hakim yang menggunakan judicial activism
cenderung memposisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan
berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap baik kebijakan
politik, sosial, maupun ekonomi dalam membuat kaidah hukum berdasarkan
pandangan personalnya.*’

Definisi selanjutnya, Pan Mohammad Faiz mendefinisikan judicial
activism dimaknai sebagai upaya sebagai pengawasan atau pengaruh yang
dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan

administratif.® Secara teoritis judicial activism adalah sebuah filsafat

16 Jimly Asshiddiqie, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, (Jakarta: IndHill
Co), hlm. 37.

17 Safri Abdullah, Judicial Activism (Sleman: Deepublish, 2021), him. 1.

18 Pan Mohammad Faiz, “Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court
Decisions,” Jurnal Konstitusi, Vol. 13:2 (Juni 2016), him. 408.
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penilaian dimana para hakim memperbolehkan pandangan pribadi mereka
tentang kebijakan publik, antara faktor lainnya untuk mempengaruhi
Keputusan mereka dalam kasus hukum. Lebih jelas, hakim tidak hanya
membatasi pada penafsiran harfiah undang-undang atau konstitusi,
melainkan juga mempertimbangkan nilai dalam pandangan sosio — politik.

Terlepas dari pujian dan kritik menyoal judicial activism jika
dipandang netral dapat dikatan sebagai judicial intervention. Karena
Jjudicial activism bersifat bagaimana mekanisme kekuasaan kehakiman yang
menggunakan kekuasaannya untuk memberikan perubahan sosial (policy-
making). 1

2. Teori Demokrasi Konstitusional

Teori Demokrasi Konstitusional dipakai untuk menjawab rumusan masalah
kedua, bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
62/PUU-XI11-2024 dalam perkembangan ketatanegaraan ditinjau dari Teori
Demokrasi Konstitusional. Dalam menyoal demokrasi juga dikenal konsep
demokrasi konstitusional (constitusional democracy) atau demokrasi
berdasarkan konstitusi.

Dalam dinamika kehidupan bernegara, pemerintahan demokratis yang
berlandaskan pada konstitusi yang dianggap ideal, terutama di negara-
negara dengan sistem hukum modern. Demokrasi konstitusional ini

menggambarkan suatu gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah

19 Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman Mahkmah
Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint (Depok: Rajawali Pers, 2021),
hlm. 116.
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pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak
sewenang-wenang pada warga negaranya. Demokrasi konstitusional adalah
pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahnya
dibatasi oleh konstitusi. Almon Leroy Way Jr mengatakan bahwa,
demokrasi konstitusional memiliki dua substansi esensial, yaitu bahan
konstitusional dan demokratis (a constitusional and a democratic
ingredient). Lebih jauh Almon L. Way menjelaskan, unsur konstitusional
demokrasi adalah konstitusional modern disebut konstitusionalisme atau
pemerintahan konstitusional.°
Lebih jelas, Miriam Budiharjo berpandangan bahwa demokrasi
konstitusional adalah demokrasi konstitusional merupakan gagasan bahwa
pemerintah yang demokratis tunduk pada pembatasan konstitusional,
yang berarti kewenangannya dibatasi dan tidak dapat bertindak
sewenang-wenang. %!
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini berjenis kualitatif dengan prosedur penelitian yang berjangkar
pada studi literatur (/ibrarary reserach). Secara umum, penelitian kualitatif
digunakan untuk penelitian segala hal terkait kehidupan masyarakat,

aktivitas sosial dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, lazimnya

20 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional (Jakarta: Konpres, 2012), hlm. 11.

2 Muhammad ITham, “Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional
di Era Modern”, Legal Standing Vol. 8:2 (Agustus 2024), hlm. 468.
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hasilnya berupa uraian yang mendalam perihal tulisan, ucapan, sampai hal
hal yang dapat diamati.??

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan
penilain normatif terhadap hasil yang diperoleh selama proses penelitian.
Penilaian ini dilakukan dengan menyusun argumentasi berdasarkan fakta
atau peristiwa hukum yang telah diteliti. penulis menganalisis data yang ada
untuk merumuskan secara deskriptif mengenai apa yang dianggap benar
atau salah, serta apa yang seharusnya terjadi menurut perspektif hukum.?®
Lalu data yang ada dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan agar dapat
terjawab secara sistematis dan efektif.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, pendekatan
normatif doktriner tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan-Putusan
Pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.?* Yang
dijabarkan lebih lanjut, terdiri dari 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu
pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni pendekatan

menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan (conseptual approach)

22 1 Made Laut Mertha Jaya, Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta:
Anak Hebat Indonesia, 2020), him. 6.

23 Wiwik Widiarty, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global
Media, 2024), him. 166.

24 Zainuddin ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 105.
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yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum.?® Obyek dalam penelitian ini
terletak pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 dan Putusan MK
sebelumnya dengan kesamaan konteks obyek permohonan.
4. Sumber data
Adapun sumber data yang dipilih penulis menggunakan 2 (dua ) bahan
hukum dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan sekunder.
Dengan rincian sebagaimana berikut:?®
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat
ororitatif, artinya memiliki kewenangan resmi. Adapun Bahan Hukum
Primer yang digunakan oleh penulis yakni Putusan MK Nomor 62/PUU-
XI11-2024.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup buku — buku
hukum, jurnal yang memuat prinsip — prinsip dasar atau asas hukum,
pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta
referensi seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Maka dalam penelitian
ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa jurnal, buku,
artikel ilmiah, ataupun karya tulis yang berkaitan dengan pokok

pembahasan.

%5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005),
hlm.178.

% Wiwik Widiarty, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global
Media, 2024), hlm. 141-169.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan 2 (dua) teknik.
Pertama, studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis
tentang hukum dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber yang
dipublikasikan secara luas dan relevan, yang penting dalam mendukung
penelitian hukum normatif. 2’ kedua, wawancara, yakni peneliti menyiapkan
pertanyaan yang diajukan kepada para pakar untuk memberikan pendapat
hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum.?

6. Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, dengan
metode interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah. Metode ini
bertujuan untuk menafsirkan hukum, khususnya bahan hukum primer, guna
mengidentifikasi adanya kekosongan norma, antinomi norma, atau
ketidakjelasan norma hukum.?®

F. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:
Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari merupakan

pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

2"Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global
Media, 2024), him. 129.

2 Ihid, hlm, 122.

2 Ibid., hlm. 132.
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Bab Kedua, merupakan bab yang berisikan tinjauan umum atau gambaran
lebih lanjut mengenai teori yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu
konsep Judicial Activism dan Teori Demokrasi Konstitusional.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi Gambaran umum atau profil tentang
Mahkamah Konstitusi, kerangka konseptual presidential threshold, dan
eksaminasi Putusan MK Nomor 62/PUU-XI1-2024.

Bab Keempat, berisi mengenai hasil analisis penelitian mengenai pergeseran
Mahkamah dalam berprinsip dari judicial Restraint menuju judicial activism
dalam konteks Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 dan implikasi Putusan
MK Nomor 62/PUU-XI1-2024 ditinjau dari teori demokrasi konstitusional.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari
keseluruhan hasil penelitian yang dibahas disertai dengan saran berupa kritik,

masukan, untuk objek yang diteliti oleh peneliti.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan eksposisi dan analisis yang telah penulis lakukan. Dengan

demikian, penarikan kesimpulan tidak hanya merefleksikan temuan — temuan

pergeseran prinsip dari judicial restraint menuju judicial activism dalam Putusan

MK Nomor 62/PUU-XX1/2024, tetapi juga menggabungkan aspek teoritis dan

metodologis yang menjadi landasan penelitian ini.

1.

Faktor pergeseran MK dari judicial restraint menuju judicial activism dalam
Putusan MK Nomor 62/PUU-XX1/2024 adalah faktor Faktor karakteristik
Putusan pimpinan MK dan komposisi hakim MK yang juga mempengaruhi
pergeseran prinsip dalam Putusan tersebut. Jika dilihat dari aspek
pertimbangan MK sebenarnya memiliki kesamaan diantara permohonan
sebelumnya. Karakteristik Putusan pimpinan MK mencerminkan bahwa
keduanya merupakan hakim yang konsisten melakukan penolakan
ketentuan ambang batas ketentuan presidential threshold.

Implikasi Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI/2024 mengafirmasi bahwa
kedaulatan rakyat harus sepenuhnya berada pada rakyat yang menjadi
sumber legitimasi atas negara yang menganut sistem demokrasi. Putusan ini
mempertegas bahwa MK menjaga keadilan konstitusional dan menjamin
kedaulatan rakyat. Selain itu, aspek -aspek dalam demokrasi konstitusional
lainnya yang juga menguatkan konsep demokrasi konstitusional adalah

rakyat memiliki banyak pilihan untuk menentukan calon Presiden dan Wakil
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Presiden sesuai dengan representasi pemilih, tidak terbatas hanya (2) calon
saja. Konteks terbukanya calon dari masing — masing partai politik
pengusung, sekalipun MK memberi rekayasa konstitusional, upaya tersebut
harus seimbang antara sistem politik dan kepemiluan tanpa mengurangi hak
konstitusional dari masing-masing partai politik.
B. Saran
1. DPR sebagai pembentuk undang-undang perlu segera menindaklanjuti amar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024 dengan merevisi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Revisi
tersebut harus diarahkan pada penyusunan ulang sistem pencalonan presiden dan
wakil presiden yang lebih terbuka dan inklusif, sesuai dengan prinsip keadilan

dan kesetaraan hak politik seluruh warga negara.
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